
BUPATI   SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR25TAHUN    2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR  1  TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA

DI KABUPATEN SANGGAU

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

a.  bahwa      dalam      rangka      tertib      administrasi

pengelolaan  keuangan  desa  yang  bersumber  dari
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Desa   bagi
kepala  desa,  perangkat  desa  dan  pimpinan  serta
anggota     Badan     Permusyawaratan     Desa     di
Kabupaten    Sanggau,    telah    ditetapkan    dalam
Peraturan  Bupati  Sanggau  Nomor  1  Tahun  2019
tentang Standar Biaya Umum  Desa di  Kabupaten
Sanggau,    sebagaimana    telah    diubah    dengan
Peraturan  Bupati  Nomor  11  Tahun  2019  tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor  1  Tahun
2019   tentang   Standar   Biaya   Umum   Desa   di
Kabupaten Sanggau ;

b.  bahwa  untuk  mengakomodir honorarium  petugas
operator   berbasis    aplikasi    dalam    mendukung

pe laksanaan        ad min i stra si        pe nye le n ggaraan
pemerintahan   desa,   maka   terhadap   Peraturan
Bupati   sebagaimana  dimaksud   dalam   huruf  a,

perlu dilakukan perubahan ;

c.  bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana
dimaksud   dalam   huruf  a   dan   huruf  b,   perlu



Mengingat

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019

tentang Standar Biaya Umum  Desa di Kabupaten
Sanggau;

1.   Undang-Undang  Nomor  27  Tahun   1959  tentang

Penetapan    Undang-undang    Darurat    Nomor    3
Tahun  1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
11    di    Kalimantan    (Lembaran    Negara    Republik

Indonesia Tahun   1953 Nomor  9) sebagai Undang-

Undang   (Lembaran   Negara   Republik  Indoanesia
Tahun   1959      Nomor   72,   Tambahan   I.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang

Desa (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014    Nomor   7,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Nomor   5495),   sebagaimana
telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor   11
Tahun 2020 tentang Cipta Kelja (Lembaran Negara

Republik   Indonesia   Tahun    2020    Nomor    245,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6573);

3.   Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia   Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan

Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor
5587),  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor  1 1  Tahun
2020    tentang    Cipta    Kelja    (Lembaran    Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2020    Nomor    245,

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6573) ;

4.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   43   Tahun   2014

tentang  Peraturan   Pelaksanaan  Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran

Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2014   Nomor

123,     Tambahan     Lembaran     Negara     Republik



Indonesia     Nomor     5539)     sebagaimana     telah

beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Peraturan
Pemerintah   Nomor   11   Tahun   2019   (I,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6321 ) ;

5.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   60   Tahun   2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2014    Nomor    168,

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor   5558),   sebagaimana  telah   beberapa  kali
diubah,   terakhir   dengan   Peraturan   Pemerintah
Nomor 8 Tahun  2016  (Lembaran  Negara Republik

Indonesia   Tahun   2016    Nomor   57,   Tambahan
I.embaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor

5864);

6.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2019
tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (I,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6322);

7.   Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor 20 Tahun

2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Berita
Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2018   Nomor

611);

8.   Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor 77 Tahun

2020     tentang     Pedoman     Teknis     Pengelolaan
Keuangan     Daerah     (Berita     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sanggau  Nomor  4
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

10. Peraturan  Bupati  Sanggau  Nomor  1  Tahun  2019

tentang Standar Biaya Umum  Desa di Kabupaten
Sanggau,    sebagaimana    telah    diubah    dengan
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan     :    PERATURAN  BUPAT|  TENTANG  PERUBAHAN  KEDUA  ATAS

PERATURAN   BUPATI   NOMOR    1    TAHUN   2019   TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor   1   Tahun  2019  tentang
Standar  Biaya  Umum  Desa  di  Kabupaten  Sanggau  (Berita  Daerah  Kabupaten
Sanggau  Tahun  2019  Nomor  1),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1

Tahun  2019  tentang Standar Biaya Umum Desa di  Kabupaten  Sanggau  (Berita
Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1.     Ketentuan  ayat  (1)   huruf  g  Pasal  4  diubah,   sehingga  Pasal  4  berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 4

(1)  Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a.    Standar Biaya umum pengelola keuangan Desa;
b.   Standar Biaya tim/panitia pengelola kegiatan;
c.    Standar Biaya umum makan dan minum;
d.   Standar Biaya Umum belanja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

Desa;

e.   Standar Biaya Umum belanja upah tenaga kelja harian;
f.    Standar  Biaya Umum  belanja bantuan  transportasi  dan  akomodasi

(uang    saku)    peserta    kegiatan    seminar,    lokakarya,    sosialisasi,
tuorfeshop, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis lainnya;

9.   Standar Biaya Umum belanja honorarium operator berbasis aplikasi;
dan

h.   Standar Biaya Umum belanja honorarium lainnya.

(2)  Besaran  standar  biaya  umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
tercantum   dalam   Lampiran   I,   11,   Ill,   IV,   V,   VI,   VII   dan   VIII   yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



2.     Diantara  Pasal  4  dan  Pasal  5  disisipkan  1  (satu)  Pasal,  yakni  Pasal  4A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A
Biaya tim/panitia pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat ( 1) huruf b, dibayarkan pada setiap sub kegiatan yang bersifat fisik.

3.     Ketentuan   dalam   I+ampiran   11   diubah,   sehingga   berbunyi   sebagaimana
tercantum dalam Lanpiran 11 yang merupakan bagian tidak telpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

4.     Ketentuan  dalam  I.ampiran  VII  diubah,  sehingga  berbunyi  sebagaimana
tercantum dalam lampiran  VII yang merupakan  bagian  tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal  11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI  SANGGAU,
ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMARA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021  NOMOR 25

Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 002



LAMPIRAN 11 PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR        :    25 TAIIUN 2021
TENTANG    :    PERUBAHAN  KEDUA ATAS  PERATURAN  BUPATI  NOMOR  1  TAHUN  2019  TENTANG  STANDAR  BIAYA UMUM DESA  DI

KABUPATEN SANGGAU.

HONORARIUM TIM/PANITIA PENGELOLA KEGIATAN

NO. URAIAN KEGIATAN SATUAN JUMLAH DANA  (JUTA) KETERANGAN
s/d  Rp. 50 > Rp. 50 s/d  Rp. 200 > Rp. 200

1 2 3 4 5 6 7

1.2. TIM/PANITIA PENGELOLA KEGIATAN *)
OK Rp. 300.000 Rp. 400.000 Rp. 500.000

*)  Honorarium
•     KETUA untuk
•     SEKRETARIS OK Rp. 250.000 Rp. 350.000 Rp. 450.000 kegiatan yang
•     ANGGOTA OKOK Rp. 200.000Rp.250.000 Rp. 300.000Rp.300.000 Rp. 400.000Rp.350.000 bersifat fisik

HONOR   KEGIATAN **) **) Honoranum
KETUA untuk

• SEKRETARIS OK Rp. 200.000 Rp. 250.000 Rp. 300.000 kegiatan yang
• ANGGOTA OK Rp.  150.000 Rp. 200.000 Rp. 250.000 bersifat nanfisik

Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR        :     25TAHUN2021
TENTANG    :    PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  1 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA

DI KABUPATEN SANGGAU.

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA HONORARIUM PETUGAS OPERATOR APLIKASI

NO. URAIAN KEGIATAN SATUAN HARGA

1 2 3

HONORARIUM PETUGAS OPERATOR APLIRASI
08 Rp 300.000•     PETUGAS OPERATOR APLIKASI

Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI


